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PENGANTAR PENULIS

Rasa syukur yang tiada henti dipanjatkan ke hadirat Allah
SWT, atas ridho-Nya buku ini dapat dirampungkan. Selawat
beriring salam disampaikan ke hadirat junjungan Nabi Besar
Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke alam yang
terang dan lurus dalam bingkai nikmat Islam.

Hukum pertanahan pada dasarnya merupakan mata
kuliah yang secara spesifik mempelajari tentang aspek-aspek
hukum terhadap permukaan bumi yaitu tanah sebagai bagian
dari sumber daya agraria secara luas yaitu meliputi; Bumi, Air,
Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya (BARKA). Meskipun di beberapa kampus mata kuliah
ini masih bernama hukum agraria, namun secara substansi
pembelajarannya justru lebih cendrung relevan dengan
penamaan hukum pertanahan. Sebab, ikhwal pembahasan
pembelajaran mata kuliah dimaksud tidak terlepas dan kerap
berkaitan dengan hukum dan hak-hak atas permukaan bumi
yaitu tanah.

Buku ajar ini menjadi salah satu instrumen pembelajaran
mata kuliah hukum pertanahan bagi mahasiswa di perguruan
tinggi. Substansi buku ini mengarahkan dosen dan mahasiswa
secara lebih sepesifik untuk mempelajari tentang hukum hak-
hak atas tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah dan
aspek hukum tentang pemukaan bumi (tanah).

Ulasan materi pembelajaran dalam buku ini telah
disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi terbaru di bidang
hukum pertanahan pasca-diberlakukannya Undang-Undang
Cipta Kerja yang turut mengubah paradigma hukum pertanahan
yang berlaku sebelumnya. Harapannya, buku ajar ini dapat
memberikan asupan materi pembelajaran yang berbobot dan
mampu memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)

Pengantar Penulis



sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan
kurikulum yang telah ditentukan.

Terima kasih dan rasa cinta yang tulus terkhusus
disampaikan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan
dan mendidik penulis hingga mampu menggapai capai-capaian
yang dicitakan. Teristimewa untuk istri dan anak-anak tercinta
yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam
segala hal.

Kepada para editor yang juga merupakan rekan sejawat
dan team teaching pada mata kuliah hukum pertanahan, yaitu;
Abangda Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn., dan
Abangda Muhammad Yusrizal, S.H., M.Kn diucapkan terima
kasih yang tak terhingga atas saran dan koreksi yang diberikan
dalam proses penyuntingan buku ini. Semoga dengan hadirnya
buku ini dapat menjadi sumber ilmu dan juga menjadi ladang
amal ibadah bagi para editor.

Terima kasih juga diucapkan kepada penerbit yang telah
berkenan menerbitkan buku ini. Disadari bahwa buku ini masih
jauh dari tingkat sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat
mengharapkan pendapat dan saran yang bersifat membangun
dari semua pihak guna penyempurnaan-nya di masa yang akan
datang.

Medan, 3 Januari 2024

Penulis,
Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

Pengantar Penulis



PENGANTAR EDITOR

Buku ini merupakan buku ajar yang berupaya secara tegas
memilah antara pokok kajian hukum agraria dengan hukum
pertanahan. Substansi buku ini menuntun dosen dan mahasiswa
untuk mempelajari hukum pertanahan sesuai dengan capaian
pembelajaran mata kuliah dan sub-capaian pembelajaran mata
kuliah berdasarkan rencana pembajaran semeseter yang
gariskan sesuai kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang isi materinya
berupaya mengenalkan dan mendekatkan pemahaman terhadap
pebelajaran mata kuliah hukum pertanahan bagi dosen dan
mahasiswa dengan pembahasan yang ringkas, simpel dan
sederhana sehingga mudah difahami dan dimengerti.

Sebagai editor kami menilai buku ini penting untuk
dimiliki dan dijadikan salah satu sumber literasi di perguruan
tinggi dalam mengajarkan mata kuliah hukum hukum
pertanahan kepada para mahasiswa. Akhir kata, kami sangat
bangga dipercaya sebagai editor buku ini dan kami ucapkan
selamat atas terbitnya buku ini.

Medan, 3 Januari 2024

Editor,

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn
Muhammad Yusrizal, S.H., M.Kn

Pengantar Editor
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“Manusia tercipta dari tanah. .. Lahit, tumbuh dan
berkembang di atas tanah, bahkan ketika mati akan kembali

ke dalam tanah...
Maka, janganlah menjadi manusia yang zalim terhadap tanah”

(dhanilla, 24:01-03)




PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

Hukum pertanahan pada dasarnya merupakan mata
kuliah yang secara spesifik mempelajari tentang aspek-aspek
hukum terhadap permukaan bumi yaitu tanah sebagai bagian
dari sumber daya agraria secara luas yaitu, meliputi; Bumi, Air,
Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya (BARKA). Ikhwal pembahasan pembelajaran mata
kuliah ini tidak terlepas dan kerap berkaitan dengan hukum dan
hak-hak atas permukaan bumi yaitu tanah.

Sasaran mata kuliah ini adalah meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum terhadap hak-hak
atas tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah dan aspek
hukum tentang pemukaan bumi (tanah). Substansi
pembelajaran diarahkan dapat memberi asupan materi
pembelajaran yang berbobot dan mampu memenuhi Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sesuai dengan Rencana
Pembelajaran Semester (RPS) dan kurikulum yang telah
ditentukan. Harapannya, mampu melahirkan sarjana-sarjana
hukum yang handal dan professional berdasarkan al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.

Untuk mencapai tujuan dan isi materi pembelajaran pada
mata kuliah ini digunakan strategi pembelajaran Role Playing,
Problem Solving, Simulasi, dan sebagainya. Penilaian (evaluasi)
pada mata kuliah ini mencakup tiga aspek, yaitu koognitif,
afektif dan psikomotorik.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Pembelajaran mata kuliah hukum pertanahan, meliputi:
1. Ruang lingkup dan pembahasan hukum pertanahan.
2. Sumber hukum pertanahan Indonesia.

Pendahuluan
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Pokok-pokok penguasaan hak atas tanah.
Hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA.
Hak-hak atas tanah pasca-berlakunya UUPA.
Pendaftaran Tanah.

Kegiatan-kegiatan pendaftaran tanah.

Sertifikat elektronik

. Hak tanggungan (elektronik).

10.Reforma Agraria.
11.Bank Tanah dan Pengadaan Tanah
12.Kasus Pertanahan.

C.

Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan

mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan

tentang:

1.

Pengertian agraria, hukum agraria dan hukum pertanahan
serta ruang lingkup dan pembahasan hukum pertanahan.
Sejarah lahirnya UUPA, norma yuridis, tujuan dan prinsip
UUPA serta sumber-sumber hukum pertanahan.

. Hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat

hukum adat, hak perorangan dan badan hukum atas
tanah.

Pengertian hak atas tanah, subjek pemegangk hak atas
tanah dan hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA.
Macam-macam hak atas tanah menurut UUPA, lahirnya
hak atas tanah menurut UUPA, hak atas tanah
berdasarkan sifatnya.

Pengertian, dasar hukum, asas, tujuan, sistem dan organ
pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah pertama kali (sistematis dan sporadis),
pemeliharaan data pendaftaran tanah dan konversi hak
atas tanah.

Pendahuluan



8. Dasar hukum dan tujuan sertifikat elektronik, Migrasi
Sertifikat Elektronik dan bentuk sertfikat elektronik.

9. Pengertian, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan hak
tanggungan terintegrasi dengan sistem elektronik.

10.Pengertian dan Dasar Hukum reforma agraria, penataan
aset meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah serta
penataan akses dalam bentuk pemberdayaan sumber
reforma agraria.

11.Pengertian dan dasar hukum, fungsi, tugas dan
kewenangan serta struktur dan kelembagaan bank tanah
dalam kaitan pengadaan tanah.

12 Klasifikasi kasus pertanahan, dimenasi hukum kasus
pertanahan dan penanggulangan serta penyelesaian kasus
pertanahan.

Pendahuluan
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BAB I
RUANG LINGKUP DAN PEMBAHASAN
HUKUM PERTANAHAN

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi pembelajaran ini,
diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan
dan menguraikan tentang:
a. Pengertian agraria
b. Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan
c. Ruang Lingkup dan Pembahasan Hukum Pertanahan

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Agraria

Pengertian agraria dapat ditinjau dari berbagai
perspektif, antara lain:

a. Dari segi bahasa, istilah agraria dimaknai sebagai
tanah pertanian. Agraria dalam bahasa Belanda
disebut dengan akker, bahasa Yunani disebut dengan
agros, dalam bahasa Latin disebut dengan istilah agger,
sedangkan istilah agraria dalam Bahasa Inggris
disebut agrarian (Santoso 2012:1).

b. Berdasarkan terjemahan Kamus Besar Bahasa
Indonesia, agraria adalah urusan pertanian/tanah
pertanian, urusan pemilikan tanah (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1994:5).

c. Berdasarkan defisional yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan
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Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), istilah agraria

meliputi Bumi, Air, Kekayaan Alam, Ruang Angkasa

(BARKA) (Harsono, 2008:4-7). Artinya, agraria tidak

hanya diartikan tentang tanah saja, tetapi lebih luas

dari itu yaitu BARKA.

Pengertian argraria juga dapat ditinjau dari berbagai

pendapat para pakar yaitu, diantaranya:

a. Andi Hamzah, Subekti dan R. Thitrosoedibio
mengartikan agraria sebagai suatu masalah atau
urusan tanah dan semua (segala sesuatu) yang ada di
dalam dan diatasnya (Santoso 2012:1).

b. Boedi Harsono membedakan istilah agraria ke dalam
tiga perspektif, yakni:

1) Dalam arti umum, yaitu; tanah, ladang, atau apa-
apa yang berhubungan dengan masalah tanah-
tanah pertanian.

2) Dalam lingkungan administrasi pemerintahan
sebutan agraria dipakai dalam kebijakan
pemerintah terhadap tanah, baik tanah pertanian
maupun non pertanian.

3) Dalam arti UUPA memiliki makna yang sangat
luas, meliputi; Bumi, Air, Kekayaan Alam, Ruang
Angkasa. (Harsono, 2008:4-7)

c. AP. Parlindungan membedakan pengertian agraria
menjadi dua hal yaitu:

1) Dalam arti sempit; bahwa agraria berwujud
sebagai hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja.

2) Dalam arti luas; agraria meliputi bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya. (Parlidungan, 1991:36).
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d. Ari S. Hutagalung mengungkapkan agraria difahami
tidak hanya sebagai hal-hal yang berkaitan dengan
tanah saja melainkan segala sesuatu yang ada di atas
bumi dan air (ruang angkasa) yang mengandung
tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk
usaha-usaha memelihara dan mengembangkan
kesuburuan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-
hal lainnya (Hutagalung, 2010:33).

2. Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan
Beberapa pendapat para pakar tentang hukum
agraria, yaitu diantaranya:

a. Yan Pramadya Puspa, hukum agraria (dalam bahasa
Belanda disebut agrarisch recht, dalam Inggris disebut
agrarian law) adalah ketentuan-ketentuan keseluruhan
dari hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum
adminitrasi negara (tata usaha negara) yang mengatur
hubungan-hubungan antara orang (termasuk badan
hukum) dengan bumi, air dan ruang angksa di
seluruh wilayah negara dan mengatur pula
wewenangnya (Puspa, 1977:440).

b. Soedikno Mertokusumo, hukum agraria adalah
keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur agraria
(Santoso, 2012:5).

c. Bachsan Mustofa kaidah hukum agraria ada dua yaitu
tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum agraria
tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh negara, dan kaidah hukum tidak
tertulis yaitu hukum agraria dalam bentuk hukum
adat yang dibuat oleh masyarakat serta hidup,
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tumbuh dan berkembang sekaligus berlaku dan

dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan

(Santoso, 2012:5).

d. Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agraria
tidak hanya terbatas pada satu perangkat hukum saja,
melainkan satu kelompok hukum yang terdiri dari
berbagai bidang hukum yang masing-masing
mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber
daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian
agraria yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya (Harsono, 2008:8).
Secara ringkas, hukum agraria adalah

kumpulan/himpunan petunjuk-petunjuk/kaedah berupa
perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis
mengatur tata tertib hubungan dengan BARKA (Bumi, Air,
dan Ruang Angkasa serta Kekayaan Alam yang
terkandung didalamnya). Dengan arti kata lain, bahwa
objek kajian hukum agraria tidak hanya membahas tentang
bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas
juga tentang pengairan, perikanan, kehutanan, serta
penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang
angkasa (Santoso, 2012:6).

Meskipun hukum agraria diartikan sebagai suatu
perangkat hukum yang mengatur hubungan orang
(manusia/badan hukum) dengan bumi secara luas
(BARKA), namun penerapan UUPA sebagai peraturan
pokok keagrariaan di Indonesia sejauh ini masih sebatas
pengaturan  hubungan ~ hukum  antara  orang
(manusia/badan hukum) dengan tanah dalam arti
permukaan bumi saja (agraria dalam arti sempit).
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Tidak heran jika kemudian kajian yang bertemakan
hukum agraria lebih didominasi oleh pembahasan-
pembahasan tentang hukum pertanahan saja. Hukum
pertanahan dimaksud bukanlah mengatur tentang tanah
dalam segala aspek, melainkan hanya mengatur tanah
dalam aspek yuridis yang berisikan ketentuan-ketentuan
hukum tentang hak-hak penguasaan atas tanah (Harsono,
2008:17).

Dengan kata lain, hukum pertanahan sama halnya
dengan hukum tanah. Efendi Perangin berpendapat bahwa
yang dimaksud dengan hukum tanah adalah keseluruhan
peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur hak penguasaan atas tanah,
yang merupakan lembaga hukum dan hubungan hukum
yang konkrit (Santoso, 2012:6).

Pendapat yang sama juga dituliskan oleh Arba
mendefinisikan hukum pertanahan sebagai keseluruhan
aturan-aturan hukum, baik yang tertulis (bersumber pada
UUPA) maupun tidak tertulis (bersumber pada Hukum
Adat), yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang
sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga
hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkrit,
beraspek privat dan publik, yang disusun secara sistematis,
sehingga menjadi satu kesatuan sistem (Arba, 2015:12).

Lebih lanjut, Arba menguraikan objek hukum
pertanahan berupa hak penguasaan atas tanah sebagai
suatu lembaga hukum, meliputi; Pertama, Hak penguasaan
yang belum dihubungkan dengan tanah dan orang/badan
hukum tertentu sebagai subjek pemegang hak. Kedua, Hak
penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang
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konkrit, yang sudah dihubungkan dengan hak tertentu
sebagai objeknya dan orang/badan hukum tertentu
sebagai subjek pemegang haknya (Arba, 2015:13).

3. Ruang Lingkup dan Pembahasan Hukum

Pertanahan

Ruang lingkup kajian dan pembahasan hukum
pertanahan pada dasarnya merupakan sub-ruang lingkup
kajian dan pembahasan hukum agraria, seperti tergambar
di bawah ini: (Ramadhani, 2022:8)

] —, Permukaan Bumi/Tanah

B | Bumi  — PAl4 (1) UUPA HUKUM
PERTANAHAN
A |— Alr B
Ruang v Hak atas tanah
AGRARIA SR HUKUM ¢ Pendafiaran
(UUPA) 4 AGRARIA Tanah
K | Kekayaan ¥ Peralihan,
alam yg v Penghapusan &
. Hulum Tanah P
A |, terkandungdi| H]dn%alflbaﬂg Pencabutan HAT
I dalamnya — v Hkm. Minerba/Migas v Hak Tanggungan
Y Hin Kemeritiman' ¥ %
Kelautan/Perikanan
v Hkm. Antariksa/Udara
v dst...

Gambar 1.1 Lingkup Kajian Hukum Agraria dan Hukum
Pertanahan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa
ruang lingkup pembahasan hukum pertanahan merupakan
sub-kajian hukum agraria yaitu seputar permukaan bumi
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA.
Dari sini dapat dimengerti pula bahwa hukum pertanahan
merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan
hukum antara orang (manusia/badan hukum) dengan
permukaan bumi yaitu tanah (Pasal 4 ayat (1) UUPA),
meliputi; hukum tentang hak atas tanah, hukum
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pendaftaran tanah, hukum peralihan, penghapusan dan
pencabutan hak atas tanah, hukum hak tanggungan atas
tanah dan lain sebagainya (Ramadhani, 2022:9).

Berbeda dengan hukum agraria yang cakupannya
lebih  luas  untuk mengatur hubungan orang
(manusia/badan  hukum) dengan unsur agraria
sebagaimana dimaksud oleh UUPA meliputi; hukum yang
berkaitan dengan bumi baik permukaan bumi yaitu tanah
seperti hukum pertanahan/hukum tanah, tubuh bumi
seperti hukum pertambangan, perut bumi seperti hukum
mineral dan batu bara (minerba) ataupun hukum minyak
dan gas (migas). Begitupula dengan hukum air seperti
hukum kelautan, kemaritiman ataupun hukum perikanan,
hukum ruang angkasa seperi hukum antariksa, hukum
udara. Termasuk pula yang menjadi lingkup kajian hukum
agraria adalah hukum yang mengatur perihal kekayaan
alam yang terkandung didalamnya (Ramadhani, 2022:9).

Sedangkan keberlakuan hukum pertanahan adalah
meliputi hukum atas permukaan bumi (tanah) berbagai
aspek bidang hukum, yaitu;

a. Hukum perdata pertanahan, merupakan keseluruhan
dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak
perseorangan  dan  badan  hukum = yang
memperbolehkan, mewajibkan, melarang
diperlakukannya perbuatan hukum yang
berhubungan dengan tanah (objeknya). Contohnya
jual-beli, tukar-menukar, hibah, hak atas tanah
sebagai jaminan hutang (hak tanggungan), pewarisan.

b. Hukum administrasi pertanahan (administratif),
adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang
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memberi wewenang kepada pejabat dalam

menjalankan praktik hukum negara dan mengambil

tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul.

Contohnya pendaftaran tanah, pengadaan tanah,

pencabutan hak atas tanah. (Harsono, 2008:7)

c¢. Hukum pidana pertanahan, adalah suatu perbuatan
melawan hukum dan/atau kejahatan terhadap
macam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur
oleh UUPA yang mengakibatkan munculnya kasus
pertanahan baik sengketa, konflik dan perkara

pertanahan (Ramadhani, 2016:195).

Hukum pidana pertanahan erat kajiannya tentang
kejahatan terhadap tanah sebagai suatu perbuatan yang
dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman
(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut baik yang terjadi pada pra-
prolehan, saat perolehan maupun pasca-perolehan hak atas
tanah. (Mudjiyono & Kusuma, 2014:3)

C. Ringkasan/Rangkuman

1. Agraria difahami tidak hanya sebagai hal-hal yang
berkaitan dengan tanah saja melainkan segala sesuatu
yang ada di atas bumi dan air (ruang angkasa) yang
mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat
digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan
mengembangkan kesuburuan bumi, air serta
kekayaan alam dan hal-hal lainnya.

2. Hukum  agraria adalah  kumpulan/himpunan
petunjuk-petunjuk/kaedah berupa perintah dan
larangan tertulis maupun tidak tertulis mengatur tata
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tertib hubungan dengan BARKA (Bumi, Air, dan
Ruang Angkasa serta Kekayaan Alam yang
terkandung  didalamnya). Hukum  Pertanahan
merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan
hukum antara orang (manusia/badan hukum)
dengan permukaan bumi atau tanah.

3. Ruang lingkup pembahasan hukum pertanahan
meliputi Hukum Perdata Pertanahan, Hukum
Administrasi Pertanahan dan Hukum Pidana
Pertanahan.

D. Evaluasi dan Latihan
1. Evaluasi
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

a. Jelaskan pengertian agraria dalam konteks
BARKA?

b. Uraikan apa saja yang menjadi aspek hukum
BARKA?

c. Jelaskan aspek-aspek hukum pertanahan dalam
lingkup Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana berikut contohnya masing-masing?

Kunci Jawaban:

a. Baca materi pembelajaran 1

b. Baca materi pembelajaran 2

c. Baca materi pembelajaran 3

2. Latihan:
Bandingkan antara hukum pertanahan Indonesia
dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Susun
perbandingan tersebut minimal tentang hak atas tanah,
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sitsem pendaftaran tanah pajak-pajak yang kenakan oleh
masing-masing negara terhadap hak atas tanah yang
dimiliki negara.
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BAB II
SUMBER HUKUM PERTANAHAN
INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi pembelajaran ini,
diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan
dan menguraikan tentang:
a. Sejarah Lahirnya UUPA
b. Norma Yuridis, Tujuan dan Prinsip UUPA
c. Sumber-Sumber Hukum Pertanahan

B. Materi Pembelajaran

1. Sejarah Lahirnya UUPA

Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia
sebelum lahirnya UUPA adalah hukum Kolonial Belanda
yang menimbulkan implikasi dualisme hukum, yaitu:
hukum pertanahan menurut hukum barat (berdasarkan
KUH-Perdata dan Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55) dan
hukum pertanahan menurut hukum adat sebagai hasil
dari perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang
pribumi maupun orang-orang asing yang bersimpati
terhadap rakyat Indonesia pada masa itu.

Sejarah lahirnya UUPA banyak dikisahkan dalam
beberapa literatur. Upaya pemerintah Indonesia untuk
menyusun UUPA telah berlangsung 12 tahun lamanya,
dimulai pada tahun 1948 dengan beberapa Kkali
mengalami pergantian kepanitiaan yang ditetapkan oleh
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pemerintah  Indonesia. Urip Santoso menuliskan
sedikitnya ada lima panitia/rancangan dalam wupaya
penyusunan UUPA mulai dari Panitia Agraria Yogya,
Panitia Agraria Jakarta, Panitia Soewahjo, Rancangan
Soenarjo sampai Rancangan Sadjarwo dan kemudian
UUPA  disahkan. Adapun rangkuman sejarah
pembentukan UUPA yang dituliskan oleh Urip Santoso
adalah sebagai berikut (Santoso, 2012:42-45):

1. Panitia Agraria Yogya; Panitia ini dibentuk dengan

Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948 tanggal

21 Mei 1948 berkedudukan di Yogyakarta diketuai

oleh Sarimin Reksodiharjo, Kepala Bagian Agraria

Kementerian Dalam Negeri. Panitia ini mengusulkan

tentang asas-asas yang akan menjadi dasar-dasar

hukum agraria yang baru, yaitu:

a. Meniadakan asas domein (domein wverklaring
adalah pernyataan kepemilikan) dan pengakuan
hak ulayat.

b. Mengadakan peraturan yang memungkinkan
adanya hak perseorangan yang kuat, yaitu Hak
Milik yang dapat dibebani Hak Tanggungan.

c. Mengadakan penyelidikan terlebih dahulu
terhadap negara-negara lain, terutama negara-
negara tetangga, sebelum apakah orang-orang
asing dapat pula mempunyai Hak Milik atas
tanah.

d. Mengadakan penetapan luas minimum tanah agar
para petani kecil dapat hidup layak dan untuk
Pulau Jawa diusulkan 2 hektar.
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e. Mengadakan  penetapan luas  maksimum
pemilikan tanah dengan tidak memandang
macam tanahnya dan untuk Pulau Jawa diusulkan
10 hektar, sedangkan di luar Pulau Jawa masih
diperlukan penyelidikan lebih lanjut.

f. Menganjurkan menerima skema hak-hak atas
tanah yang diusulkan oleh Panitia Agraria Yogya.

g. Mengadakan pendaftaran tanah Hak Milik dan
hak-hak menumpang yang penting.

. Panitia Agraria Jakarta; Setalah Panitia Agraria

Yogya dibubarkan dengan Keputusan Presiden

Nomor 36 Tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951, dan

Keputusan Presiden tersebut sekaligus menunjuk

Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di

Jakarta, diketuai oleh Singgih Praptodiharjo, Wakil

Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.

Panitia ini mengemukakan usulan mengenai tanah

untuk pertanian rakyat (kecil), yaitu:

a. Mengadakan batas minimum pemilikan tanah,
yaitu 2 hektar dengan mengadakan peninjauan
lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya
Hukum Adat dan Hukum Waris.

b. Mengadakan  ketentuan  batas = maksimum
pemilikan tanah, yaitu 25 hektar untuk satu
keluarga.

c. Pertanian rakyat hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia dan tidak dibedakan
antara warga negara asli dan bukan asli. Badan
hukum tidak dapat mengerjakan tanah rakyat.
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d. Bangunan hukum untuk pertanian rakyat ialah
Hak Milik, Hak Usaha, Hak Sewa dan Hak Pakai.

e. Pengaturan Hak Ulayat sesuai dengan pokok-
pokok dasar negara dengan suatu undang-
undang.

3. Panitia Soewahjo; Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956
dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria yang
berkedudukan di Jakarta dan diketuai Soewahjo
Soemodilogo, Sekretaris Jendral Kementerian
Agraria. Panitia ini menghasilkan naskah Rancangan
Undang-Undang Pokok Agraria pada tangggal 1
Januari 1957 yang berisi:

a. Dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak
ulayat, yang harus ditundukkan pada
kepentingan umum (negara).

b. Asas domein diganti dengan hak kekuasaan
negara atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3)
UUDS 1950.

c. Dualisme hukum agraria dihapuskan. Secara
sadar diadakan kesatuan hukum yang akan
memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang
baik, baik yang terdapat dalam hukum adat
maupun hukum barat.

d. Hak-hak atas tanah: Hak Milik sebagai hak yang
terkuat yang berfungsi sosial kemudian ada hak
usaha, hak bangunan, dan hak pakai.

e. Hak Milik hanya boleh dipunyai oleh orang-orang
warga negara Indonesia tidak diadakan
perbedaan antara warga negara asli dan tidak asli.
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Badan-badan hukum pada asasnya tidak
mempunyai hak milik atas tanah.

f. Perlu diadakan penetapan batas maksimum dan
minimum luas tanah yang boleh menjadi milik
seseorang atau badan hukum.

g. Tanah pertanian pada asasnya harus dikerjakan
dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya.

h. Perlu diadakan pendaftaran tanah dan rencana
penggunaan tanah.

. Rancangan  Soenarjo; Berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 97 Tahun 1958 tanggal 6 Mei 1958

Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soewahjo)

dibubarkan. Setelah dilakukan beberapa perubahan

mengenai sistematika dan perumusan beberapa
pasalnya, maka rancangan undang-undang yang
disusun Panitia Soewahjo oleh Menteri Agraria

Seonarjo diajukan kepada Dewan Menteri pada

tanggal 14 Maret 1958. Dewan Menteri dalam

sidangnya tanggal 1 April 1958 dapat menyetujui
rancangan Soenarjo dan diajukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) melalui amanat Presiden

Soekarno tanggal 24 April 1958. Dalam membahas

Rancangan Soenarjo, DPR mengharap perlu untuk

mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap.

Selanjutnya  Panitia =~ Permusyawaratan = DPR

membentuk sebuah Panitia Ad Hoc dengan tugas:

a. Membahas Rancangan Undang-Undang Pokok
Agraria secara teknis yuridis.

b. Mempelajari bahan-bahan yang bersangkutan
dengan Rancangan Undang-Undang Pokok
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Agraria tersebut yang sudah ada dan
mengumpulkan bahan-bahan baru.

c. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
tugasnya serta usul-usul yang dipandang perlu
mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok
Agraria kepada Panitia Permusyawaratan DPR.

5. Rancangan Sadjarwo; Berdasarkan Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959 negara Indonesia kembali kepada
konstitusi UUD 1945. Berhubung Rancangan
Soenarjo yang telah diajukan kepada DPR beberapa
waktu lalu disusun berdasarkan UUDS 1950, maka
dengan Surat Presiden tanggal 23 Maret 1960
rancangan tersebut ditarik kembali dan disesuaikan
dengan UUD 1945.

Setelah rancangan disesuaikan dengan UUD 1945
dan disempurnakan dengan bahan-bahan dari berbagai
pihak, maka Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria
yang baru kemudian diajukan oleh Menteri Agraria
Sadjarwo kepada kabinet. Rancangan Sadjarwo ini
disetujui oleh kabinet inti dalam sidangnya 1 Agustus
1960. Kemudian dengan amanat Presiden Soekarno
tanggal 1 Agustus 1960 Nomor 2584/HK/60, rancangan
tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong (DPRGR).

Dalam sidang pleno sebanyak 3 kali, yaitu tanggal
12, 13 dan 14 September 1960 diadakan pemeriksaan
pendahuluan. Kemudian dengan suara bulat DPRGR
menerima baik Rancangan Undang-Undang Pokok
Agraria. Pada hari sabtu tanggal 24 September 1960
Rancangan tersebut disahkan oleh Presiden menjadi

BAB II Sumber Hukum Pertanahan Indonesia



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1960 Nomor 104-Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043, yang menurut
diktum kelimanya disebut dengan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA).

Akibat hukum dari pemberlakuan UUPA adalah
dicabutnya beberapa aturan sebagaimana tertulis
dalam diktum memutuskan UUPA “dengan
mencabut” peraturan-peraturan, yaitu:

a. Peraturan yang termaktub dalam “Agrarische Wet”
(S. 1870-55) sebagaimana yang termuat dalam Pasal
51 “Wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie” (S.
1925-447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lain dari
pasal itu.

b. Peraturan yang termaktub dalam:

a) “Domeinverklaring”  tersebut dalam Pasal 1
“Agrarische Besluit” (S. 1870-118);

b) “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam S.
1875-1191 a;

c) “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut
dalam Pasal 1 dari S. 1874-94f;

d) “Domeinverklaring untuk keresidenan Manado”
tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1877-55;

e) “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en
Oosteraf-deling van Borneo” tersebut dalam pasal
1 dari S. 1888-58.

f) Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S.
1872-117) dan peraturan pelaksanaannya.
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c. Peraturan yang termaktub dalam Buku ke-II Kitab
Undang-Undang Hukum  Perdata  Indonesia
sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan-
ketentuan mengenai hypoteeck yang masih berlaku
pada mulai berlakunya UUPA.

2. Norma Yuridis, Tujuan dan Prinsip UUPA

Substansi UUPA bermuatan norma kewenangan
(bevoegdheidsnorm) yang telah diatribusikan kepada negara
sebagai subjek hukum wuntuk melakukan perbuatan
hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta
kekayaan alam yang terkandung didalamnya) (Santoso,
2012:143).

Norma kewenangan ini pula yang kemudian
memposisikan UUPA sebagai regulasi fundamen dalam
hukum agraria di Indonesia dalam arti luas yaitu meliputi
pengaturan-pengaturan hukum tentang BARKA.

Muhammad Ilham Arisaputra menuliskan bahwa
dari 67 pasal yang terdapat dalam UUPA, 53 pasal
diantaranya mengatur tentang pertanahan, sedangkan
bidang lainnya (yang berkaitan dengan unsur BARKA)
hanya disinggung sebanyak 1 atau 2 pasal saja
(Arisaputra, 2015:2). Itu artinya secara substansi norma
yuridis yang terkandung UUPA didominasi dan
merupakan sumber hukum pertanahan di Indonesia,
sehingga tidaklah keliru jika kemudian dalam
implementasinya UUPA hanya sebatas regulasi yang
mengatur tentang pokok-pokok hukum pertanahan.

Penjelasan Umum angka 1 UUPA menegaskan
tujuan UUPA, yaitu;
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1. “Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat
tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.”
UUPA mengedepankan kepentingan nasional dan

negara yang  disandingkan dengan  kentalnya
penghargaan UUPA terhadap keberadaan Hak Ulayat dan
hak-hak serupa dari masyarakat Hukum Adat yang
dipegang teguh oleh leluhur rakyat Indonesia secara
turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara (Wargakusumah, dkk.,
2001:36).

Secara materil tujuan pemberlakuan UUPA adalah
merupakan kebalikan dari ciri hukum agraria kolonial,
yaitu hukum agraria yang disusun berdasarkan tujuan
dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan (Hindia-Belanda)
yang ditujukan untuk kepentingan keuntungan,
kesejahteraan dan kemakmuran bari pemerintah Hindia-
Belanda, orang-orang Belanda dan  Eropa lainnya.
(Santoso, 2012:52)

2. “Meletakkan  dasar-dasar untuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum
pertanahan”.

Pemberlakuan UUPA mencabut dualisme hukum
yaitu agrarische wet (Stb. 1870-55), Koninklijk Besluit (Stb.
1872-117) dan Buku Ke II KUH-Perdata sepanjang
menyangkut tanah (diktum memutuskan UUPA) dan
menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukan
hukum agraria nasional sebagai bentuk kesatuan hukum
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dan penterjemahan penyederhanaan hukum agraria
sehingga kemudian hukum agraria nasional dapat lebih
mudah dipahami oleh masyarakat (Pasal 5 UUPA).
(Santoso, 2012:52)

3. “Meletakkan  dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
rakyat seluruhnya.”

Diberlakukannya UUPA sebagai hukum pertanahan
Indonesia selanjutnya bertujuan untuk menyusun
peraturan  pelaksana UUPA guna terlaksananya
pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI dengan
harapan tertatanya adminitrasi pertanahan untuk
menjamin kepastian hukum hak atas tanah sekaligus
sebagai alat bukti bagi pihak-pihak berkepentingan untuk
dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah
yang dipunyainya.

Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan
hukum pertanahan yang dikandung oleh UUPA, yaitu:

1. Prinsip kebangsaan, diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2)
dan ayat (3) UUPA, menegaskan bahwa:

(1)Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-
air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia.

(2)Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional.

BAB II Sumber Hukum Pertanahan Indonesia



(3)Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air
serta ruang angkasa termaksud dalam ayat pasal
ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

2. Prinsip Hak Menguasai Negara (HMN), diatur
dalam Pasal 2 UUPA, menuliskan:

(1)Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam
ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

(3)Wewenang yang bersumber pada hak menguasai
dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini
digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besar
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,
kesejahteraan = dan  kemerdekaan  dalam
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masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4)Hak menguasai dari Negara tersebut di atas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
daerah-daerah  Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
menurut ketentuan-ketentuan peraturan
pemerintah.

3. Prinsip pengakuan hak ulayat, diatur dalam Pasal 3
UUPA, menegaskan bahwa: “Dengan mengingat
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu
dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi”.

4. Prinsip fungsi sosial hak atas tanah, disebutkan
dalam Pasal 6 UUPA; “Semua hak atas tanah
memiliki ~ fungsi  sosial”. Fungsi  sosial
mengedepankan kepentingan masyarakat dan
negara di atas kepentingan pribadi. Maksudnya
bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa
tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak
dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan
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kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada
haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan
dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun
bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

. Prinsip hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dapat mempunyai Hubungan dengan Bumi, Air dan
Ruang Angkasa, disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1)
UUPA menyatakan bahwa: “Hanya warga negara
Indonesia dapat mempunyai hubungan yang
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa,
dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.”

. Prinsip persamaan antara laki-laki dan wanita,
ditulsikan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA,
menyatakan: “Tiap-tiap warga negara Indonesia,
baik laki-laki maupun wanita ~mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan
hasilnya, baik bagi diri sendiri ~maupun
keluarganya.”

. Prinsip landreform, diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
UUPA, yaitu; “Setiap orang dan badan hukum yang
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada
azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan”.

. Prinsip ta